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ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi faktanya ikut mempengaruhi taktik dan
teknik penyidik dalam mengungkap suatu tindak  pidana terutama untuk
menemukan  lersangka. Terkadang  penyidik melakukan kerjasama  dengan
penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan tindakan penyadapan telepon
terhadap telepon pengguna jasa lelekomunikasi, Meskipun tindakan tersebut
bukan sebuzh pelanggaran karena dilakukan demi kepentingan penvidikan, namun
menjadi persoalan ketika tindakan tersehut dilakukan terhadap telepon wartawan
vang scdang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Karena merupakan perbuatan
yvang mengancam kebebasan pers. Masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini
adalsh untuk mengetahui apa yang menjadi syarat suatu tindskan penyvadapan
telepon menjadi dibenarkan, serta membahas bagaimana penerapan UUPK
terhadap tindakan penyadapan telepon. Untuk menjawab permasalshan tersebut,
penulis menggunakan metode penelitian hukum vang bersifat vuridis normatif’
vaity pengoelahan dan analisis terhadap data sckunder saja, vang terdini dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan
kesimpulan yang penulis peroleh bahwa sua tindakan penvadapan telepon
menjadi sah apabila memenuhi syarat dan prosedur yang terdapat dalam Undang-
Undang Mo, 36 Tahun 1999 wntang Telckomunikasi dan Peraturan Pemerintzh
Mo, 52 Tahun 2000 tentang Penvelenggaraan Telekomunikasi, Mngenai
penerapan ULUPK terhadap tindakan terscbut masih lemah. Hal ini dischabkan
pengaturannya yang kurang jelas dan mengikat di bidang jasa telekomunikasi.
Disamping it terdapat beberapa saran yang penulis uraikan antara fain hendaknya
penyelenggara jasa telekomunikasi sebagai perusahaan yang berperak di bidang
jasa memiliki aturan tersendini dalam hal pemenuhan permintaan tindakan
penyadapan telepon dari penyidik. Begit juga halnya Pemerintah agar membuat
kebijakan lain dan / atauw memperbaiki kebijakan vang telah ads baik dalam
bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mentrd khesus mengatur mengenai
permintaan tindakan penyadapan telepon. Kemudian dilakukannya perbaikan dan
penyempumnaan terhadap pembahasan UUPK dalam bidang telckomunikasi,
karena konsumen penpguna jass telekomunikasi jug membutubkan perlindungan
hukum vang lchih tegas,
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mengungkap adanya suaty tindak pidana dibuishkan pengetahuan,
kemampuon serto keahlion dar penyidik untuk mencari kebenaran materil atau
kebenaran yang sesungguhnys. Herbagal macem takiik den teknik penyidikan
untuk mendapatkan keterangan yang berarti mencari bekas, barang bukti dan
terutama menemukan tersanghkn.

Sesuar denpgan perkembangan zaman ruang lingkup dan objek pencarian
keterangan pun menjadi luas dan penting, Schingpa sarana yang dibutuhkan pun
didasarkan pada alat-alat dan keahlian vang canggih pula. Seperti penggunaan jasa
telckomunikasi oleh penyidik untuk melakukan tindakan penyvadapan terhadap
telepon seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Scbagaimana
vang diatur di dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi vaim

“Untuk  keperluan  proses  peradilan pidang,  penyelenggara jasa

telckomunikasi dapat merekam informasi vang dikirim dan atau diterima

oleh penvelenggara juss telekomunikasi serta dapal memberikan informasi

vang diperiukan atas ;

a. Pormintaan tertulis Jaksa Apung atau Kepala Kepolisian Republik
Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

b. Permintaan penyidik wntuk tindak pidana terentu sesuai dengan
undang-undang vang berlaku®.
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Tindakan penyadapan telepon tersebut mencakup untuk kepentingan
penyidikan, penuntutan dan persidangan terhadap tindak pidana tertentu sehingga
perkara menjadi terang dan jelas. Tindak pidana tertents vang dimaksud adalah
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ke atas,
seumur hidup atau mati'. Contoh tindsk pidana tertentu yang sesuai dengan
Undang-Undang vang berlaku adalah tindak pidana vang sesuai dengan Undang-
Lindang tentang Narkotika dan tindak pidana vang sesuai dengan Undang-LUndang
tentang Psikotropika’. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 66 Ayal (2) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bahwa

“Penyidik Pejabat Polisi Megara Republik Indonesia yang diben wea:
melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan tindszk pidana narkotika,
berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat
elekomunikasi fain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras
membicarakan masalah  yang  berhubungan denpan tindak pidans
parkotika"”.

Disamping itu, penyadapan ataw permintaan  informasi  percakapan
telekomunikasi juga bisa dilakukan terhadap seseorang yvang melakukan tindak
pidana Korupsi dan tindak pidana Terorisme dengan permintaan tertulis. Pasal 30
Undanpg-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupst menjelaskan bahwa, “penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita
surat dan Kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya vang dicurigai

mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi vang scdang

diperiksa™.

' Penjelusan Pasal 42 Awnt {2) Huruf a Undang-Undang nomer 36 Tahun 1999 tentong
Ielekorman kasi:
* Penjelnsan Pasal 42 Avat (2) Hurof B Uncleng-Undang nomes 36 Tahun 1999 tentong
Telekomunikasi.



Selanjutnya dalam Pasal 31 Avat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah Penpganti
Undang-Undang  Republik  Tndonesin Momor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga dischutkan bahwa, “berdasarkan
bukti permulaan vang cukup maka penyidik berhak untuk menyadap pembicaraan
melalei telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk
mempersiapkan, merencanakan dan melakukan tindak pidana terorisme”,

Meskipun demikian, tindakan penyadapan telepen terscbut hanya dapat
dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Meperi atau izin tertulis dari Kepala
Fepolisian Negara Republik Indonesia.

Disamping itu, penyelenpgara jasa telekomunikasi dalam melaksanakan
kepiatan usahanya sebagai pelaku wsaha, haruslah sesuai dengan aturan hukum
vang ditentukan oleh Undang-Undang, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen (vang selanjutnya discbut dengan ULUPK)
pada umumnya, maupun Undang-Undang MNomor 36 Tabhun 1999 tentang
Telekomunikasi pada khususnya, disamping Persturan Pemerintah vang terkait
lainnya seperti  Peraturan  Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000  tentang
Penvelenggaraan Telekomunikasi. (Meh karens itu, apabila sclama tindakan
menvadap telepon memang sesuai dengan Undang-Undang dan diperbolehkan
oleh Undang-Undang untuk dilakukan maka tindakan tersebut dilakukan dan
bukan merupakan sebuah pelanggaran, Meskipun akan merugikan hak pribadi
vang bersangkutan. Dengan demikian penvelenggara jasa telckomunikasi berada
pada posisi vang tidak menguntungkan. Karena di satu sisi ia haros tenduk dan

patuh pada Undang-Undang yvang berlaku, namun di sisi lain sebagai pelaku usaha

il



i juga harus menghormati hak-hak konsumen seperti vanp diatur dalam Pasal 4
LIPK.

Tindakan penvadapan telepon tersebul menjadi persoalan ketika tindakan
tersebut dilakukan terhadap telepon wartawan vang sedang melakukan tugas
jurnalistiknya. Dan kemudian hasil penyadapan telepon tersebut dijadikan sehagai
dasar bagi penyidik untuk memangeil dan memeriksa sang warlawan sebagai
saksi. Seperti Kasus penyadapan SMS flexi Redaktur UMama Majalah Tempo
Metta Dharmasaputra, dengan Vincentius Amin Sutante, manian karyawan PT
Asian Agri, sebagai narasumbernya. Penyadapan terhadap SMS ini dilakukan
ketika io temgah menyelidiki dugaan pengpelapan pajak yang dilakukan Asian
Apri, perusabaan milik taipan Sukanto Tanoto. Penggalan SMS vang berasal dari
telepon seluler dengan lavanan Telkom Flexi tersebut beredar di tangan para
wartawan di ssjumlah media masa.

Manajemen Telkom mengakui telah memberikan salinan komunikasi M3
milik Merta dengan narasumbernya i kepada penegak hukum, Telkom
menyerahkan salinan komunikasi SMS tersebut karens ada permintzan dari
penegak hukum, namun tidak dijelaskan siapa yeng dimaksed dengan penepak
hukum tersebut. Telkom berargumen langkah iu sudsh sesuni dengan ketentuan
hukum wang berlaku yaitu Undang-TIndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 532 Tahun 2000 tentang

Penvelengparaan Telekom unikasi’.

' Headline, wwow tempointeraktileom, di okses tanggal 17 Sepiember 2007,



BAB ITI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Suatu Tindakan Penyadapan Telepon Sehingza Menjadi

Dibenarkan

Kegiatan sadap menyadap telah ada semenjak masa perang dunia pertama,
Pada awalnya memang untuk kebutuhan mata-mata pemerintahan sehuah negara,
Namun kemudian berkembang, Tidak hanya dunia peperangan dan politik saja
vang melakukan kegiatan penyvadapan. Dunia bisnis pun banyak dipenuhi dengan
kegintan penvadapan ini.

Oleh sebab itu, umwihnya para mata-mata alau orang-oreng tertentu yang
merask dirinva rawan dengan penvadapan sangat hati-hati dalam  berbicars,
umumnya mereka menggunsken kode tertentu dalam percakapan, baik melalui
telepon maupun talsp muka. Hal ini discbabkan penyadapan tidak hanya dapat
dilakukan secara fisik berdekatan dengan korban, tetapi juga dapat dilakukan
tanpa jejak dengan mengpunakan alat detektor khusus yang dapat ditembakkan
dari jarak jauh™.

Aktivitas penyadapan telepon tidak hanya dilakukan terhadap pembicaraan
melslui  telepon PSTN' saja. Pembicaraan dengan menggunakan telepon
gengpam pun sangal rawan dengan penvadapan, Bahkan cenderung lebih mudah.

Cukup dengan pencurian sinyal saja, maka penyadapan dapat dilakukan. Wamun,

YFadilla Mutizwarati, Tekmalogi Sederhana (apet Memadap Telepon Seseorany, dalain
s pemedia.cnid tngeal 9 Desember 2003, diskses tonggol 21 Febrzard 200%;

* Yung dimaksed dengon lelepon PSTH adaloh Public Switch Telephone Network atiu lebih
sering dikenol dengan telepon namah,




BAR TV

FPENUTLUP

A. Kesimpalan

1.

ARtivitas penyadapan telepon dapat dilakukan oleh perusahaan yang
menyelenggarakan jasa telekomunikasi, untuk setiap permintaan yang
digjukan aleh pihak Kepolisian, Perusaliaan jasa telekomunikasi bersedia
melakukan aktivilas penyadapan telepon jika sesuai dan menurut Undang-
Undang varg ada. Untuk itu, hanya akan berpedoman pada Undang-
Undang MNomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan
Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2000 tentang  Penyvelenggaraan
telekomunikasi. Perminlsan penyadapan telepon vang diajukan oleh
penyidik adalab untek kepentingan penyidikan dalam mengungkap suatu
tindak pidana terutama dalam menemukan tersangka, Pelaksanaan
penyidikan lersebul pada dasamya sama dengan penyidikan terhadap
tindak pidana lainnya. Tindakan penyadapan harus didasari pada adanya
indikasi awal tindak pidana. Dengan ditemukannya bukti permulaan,
aktivites penyadapan telepon dapat dilakukan. Aktivitas tersebut hanya
dapar dilakukan untuk Gndsk pidana tertentu vaito tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara selama 3 (lima) tahun ke atas, seumur
hidup atau mati, seperti Tindak Pidana Markotika, Tindak Pidana Konspsi
dan Tindak Pidana Terorisme, Permintaan aktivitas penvadapan telepon
dilakukan oleh penyidik vang ditsndatangani oleh Kepala Bagian Reserse

KEriminal dan disetujui oleh Kepala Polri yang diteruskan dengan sura
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